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KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSIJAWA BARAT

NOUOR : Kw.10.4 I 4l PP.07 I 82021 2012

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

KEPALA KANTOR WLAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSIJAWA BARAT,

: 1.

2.

3.

bahwa dalam rangka keabsahan penyelenggaraan pendidikan yang di
selenggarakan oleh masyarakat serta madrasah sebagai salah satu jalur
pendidikan formaldalam Sistem Pendidikan Nasionalyang berada di lingkungan
Kantor Witayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat perlu adanya izin
operasional penyelenggaraan pendidikan terhadap madrasah tersebut;
bahwa dalam rangka memberikan izin operasionalterhadap madrasah tersebut ,

dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, madrasah sebagaimana tercantum
dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan dan
kriteria yang ditentukan serta layak untuk diberikan izin operasional untuk
menyelenggarakan pendidikan;

Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Dasar;
Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Menengah;
Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran
Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan;
Keputusan Fresiden Rl Nomor 102 Tahun 200't tentang Kedudukan Tugas,
Fungsi ,Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah
diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden Rl Nomor 45 Tahun
2A02;
Keputusan Menteri Agama Nomor 742Tahun 1997 tentang Status Madrasah
Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat

Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama lslam;
Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi , dan Kewenangan susunan organisasi dan Tata Kerja Departemen
Agama;
KEputusan MenteriAgama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor

Departemen Agama KabuPaten / Kota;
Peraturan MenteriAgama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan
Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.

Keputusan DireKorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama lslam Nomor
Et/ZSO/tggZ tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta
Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan lslam Kementerian Agama Republik
lndonesia Nomor DJ.l/456A12008 Tentang Penyusunan Nomor Statistik

Lembaga Pendidikan lslam.
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'(ESATU

menehgfrm

1. Madrasah Tsanawiyah (MTs)
2. Madrasah Aliyah (MA)

KETX.IA

IGT]GA

KEEMPAT

Tembusan :
7. Sekretans Jenderal Kementerian Agama RldiJakafta;
2. lnspeffiur Jendenl Kementerian Agama Rl di Jakarta;
3. Direkur Jenderal Pendidikan lslam Kementerian Agama Rl di
4. Kepala Kaintor Kementeian Agama Kabupaten/Kota terkait;
5. Madrasah Tsanawiyah Ketua KKM te*ait.
6. Madnsah Aliyah Ketua KKM terkait.

IEIUTTJSI(AT:

XEPUTT,SA}. KEPATA KAIIITOR HLAYAH KEIIENTERIAN AGAMA
PROI'ITISI JAWA BARAT TEHTANG IZN OPERASIONAL
PEI{Y-ELE|GGAIi/tuAN PENDIDIKAN BAGI 37 (TIGA PULUH TUJUH)
IADRASiAI{.

lvternberikan izin operasional kepada 35 (tiga puluh lima) madrasah sebagaimana
brcanfum dahm lampiran keputusan inidengan rincian sebagai berikut:

: 23 madrasah;
: 14 madrasah.

Kepada madrasah sebagaimana terlampir diberikan piagam izin operasional
penyelenggaraan pendidikan dan Nomor Statistik lviadrasah (NSM) sebagaimana
tercantum dalam kobm 8 (delapan) lampiran keputusan ini;

Apabila temyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka
segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

Keputusan ini diberikan kepada madrasah
dipergunakan sebagaimana mestinya.

yang bersangkutan untuk

: Bandung
: 02 Oktober 2012

lslam,

:19610404198 1004


